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A. PEMOHON 

Bahwa permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU 8/1999) dalam Perkara 

Nomor 91/PUU-XV/2017 diajukan oleh Muhammad Hafidz, yang dikuasakan 

kepada Eep Ependi, S.H. 

 

B. PASAL YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil atas 

Pasal 4 huruf b UU 8/1999, yang berketentuan: 

“Hak konsumen adalah hal untuk memilih barang dan/atau jasa serta 

mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 

kondisi serta jaminan yang dijanjikan”. 

 

C. BATU UJI 

Bahwa Pasal 4 huruf b UU 8/1999 dianggap Pemohon bertentangan dengan Pasal 

28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 karena telah merugikan 

dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. 

 

D. PERTIMBANGAN HUKUM 

Bahwa terhadap konstitusionalitas Pasal 4 huruf b UU 8/1999, MK memberikan 

pertimbangan hukum sebagai berikut: 

 

1. Dari makna dan tujuan perlindungan konsumen yang dimaksudkan dalam 

UU 8/1999 tersebut, menurut Mahkamah hal yang demikian adalah sesuatu 

yang mempertegas adanya bentuk upaya pemerintah dalam memberikan 

perlindungan hukum kepada konsumen dalam menjamin atau memberikan 

kepastian hak-hak konsumen dalam hal kemungkinan diserahkannya 

kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang 

telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang, serta 

diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil yang 



  
 

 

menyangkut perilaku produsen dalam memproduksi dan mengedarkan 

produknya, dari mulai kegiatan promosi hingga layanan purnajual, yang 

mengakibatkan adanya kerugian pada pihak konsumen; 

 

2. Bahwa selain mengenai perlindungan konsumen sebagaimana tercantum 

dalam paragraph [3.9.2] di atas, UU 8/1999 juga mengatur mengenai hak-hak 

konsumen yang merupakan tindakan yang dapat diambil atau dipilih oleh 

konsumen apabila terdapat perbuatan atau perlakuan yang dirasakan tidak 

adil terhadap konsumen, sehingga secara konstitusional konsumen bisa 

bertindak lebih jauh dalam memperjuangkan hak-hak dimaksud. Atau 

dengan kata lain, konsumen dapat dengan bebas melakukan pilihan untuk 

menghindari kerugian hak konstitusional yang dimilikinya apabila ada 

anggapan atau dugaan bahwa tindakan dari pelaku usaha atau penyedia 

jasa dapat merugikan konsumen; 

 

3. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 4 huruf b UU 8/1999 tersebut di atas yang 

menyatakan “Hak konsumen adalah hak untuk memilih barang dan/atau jasa 

serta jaminan yang dijanjikan”, maka hal ini telah dengan tegas memberikan 

pilihan kepada konsumen untuk menggunakan hak konstitusionalnya di 

dalam menentukan pilihan barang dan/atau jasa yang dikehendakinya 

termasuk pilihan untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang 

dikehendakinya tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta 

jaminan yang dijanjikan. Dengan kata lain, bahwa pilihan yang menjadi 

kehendak antara konsumen dengan pelaku usaha adalah merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dengan pemenuhan dari sebuah adanya komitmen 

atau perjanjian yang secara diam-diam sebenarnya telah disepakati. Lebih 

jauh lagi dapat dijelaskan bahwa terhadap konsumen boleh memilih tidak 

bersepakat dan menghindari untuk tidak melakukan transaksi untuk 

mendapatkan barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha 

apabila konsumen merasa keberatan dengan itu; 

 

4. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut 

Mahkamah Pasal 4 huruf b UU 8/1999 sebagai bentuk perlindungan kepada 

konsumen telah memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan tidak 

bersifat diskriminasi sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945 khususnya 

pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2). 

 

E. AMAR PUTUSAN 

Menyatakan “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya” 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

F. PENUTUP 

Bahwa Putusan MK merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat serta 

langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dan 

bersifat erga omnes (berlaku bagi setiap orang) yang wajib dipatuhi dan 

dilaksanakan. Oleh karena itu, Putusan MK dalam Perkara Nomor 91/PUU-XV/2017 

yang menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya terhadap pengujian Pasal 

4 huruf b UU 8/1999  mengandung arti bahwa Pasal-Pasal a quo tidak 

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan 

hukum mengikat.  
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